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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Efektivitas penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pungutan 

liar di jalan raya tidak terlalu efektif tetapi setidaknya fungsi Sabhara sudah 

berupaya melakukan kegiatan pencegahan pungutan liar pak ogah agar tidak 

marak meskipun sulit karena para pelaku lebih mementingkan untuk 

meningkatkan kondisi ekonomi daripada memikirkan sanksi dan keselamatan para 

pelaku dalam melaksanakan praktik pungutan liar di jalanan tersebut. Disamping 

itu maraknya penyebaran covid19 menyebabkan penegakan terhadap para pelaku 

dikurangi bahkan dihilangkan pada pertengahan tahun 2020 mengenai kegiatan 

patroli ops premanisme dengan bertujuan mentaati protokol kesehatan baik di 

perkotaan maupun di pedesaan. 

Upaya Kepolisian dalam menekan tindak pidana pungutan liar di jalanan 

telah melaksanakan kegiatan berupa patroli operasi premanisme dengan tujuan 

memberikan pengarahan beserta mendata tempat-tempat mana saja yang 

dilakukan para pelaku melaksanakan praktik pungutan liar seperti yang dilakukan 

oleh para pelaku pak ogah tersebut. Apabila ditemui kembali akan dikenakan 

sanksi yang diberikan oleh pihak Kepolisian fungsi Sabhara berupa sanksi sosial 

yakni membersihkan kantor Kepolisian hingga melaksanakan sanksi berupa 

olahraga di kantor Polres Cimahi sebagai upaya untuk para pelaku jera akan 

tindakan pungutan liar yang mereka lakukan karena pungutan liar termasuk ke 
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dalam tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 386 (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana yang berisi bahwa setiap orang secara melawan hukum dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri dengan memaksa seseorang dengan kekerasan 

untuk memberikan suatu barang bahkan seluruhnya dari kepunyaan orang itu atau 

orang lain diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 

(sembilan) tahun. 

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan menarik kesimpulan 

terhadap penelitian yang dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran 

atau rekomendasi yaitu: 

1. Meskipun kegiatan Polres Cimahi khususnya fungsi Sabhara untuk 

menekan tindak pidana pungutan liar di jalanan belum terlalu efektif 

sehingga kehadiran polisi masyarakat dapat membantu pihak Kepolisian 

seperti KIC (Komunitas Info Citarum) dalam menekan maraknya 

pungutan liar di jalanan diharapkan dapat memberantas tindak pidana 

pungutan liar di jalanan baik di wilayah Kota Cimahi maupun di wilayah 

Kabupaten Bandung Barat. 

2. Dalam penegakan terhadap para pelaku tindak pidana pungutan liar di 

jalanan yang dilakuka oleh Polres Cimahi khususnya fungsi Sabhara 

harus lebih ditingkatkan kembali mengenai kegiatan patroli operasi 

premanisme dengan sasaran dan rute terjadwal sehingga dapat 

menyentuh seluruh wilayah yang melaksanakan praktik pungutan liar di 
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jalanan dan menindak tegas kepada para pelaku pak ogah yang dapat 

mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah Kota Cimahi dan 

Kabupaten Bandung Barat. 
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